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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, baik itu penelitian kepustakaan 

maupun wawancara  serta analisis yang telah penulis lakukan dalam bab-

bab terdahulu, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu : 

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya pada delik tertiggal 

dalam kasus concursus realis, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan hakim yaitu ; 

a.  Hakim memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa; 

b. Hakim mempertimbangkan hubungan antara delik yang terdahulu 

yang telah diputus oleh hakim  dengan delik yang baru diajukan; 

c. Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti dan barang bukti serta 

fakta-fakta dalam persidangan; 

d. Hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa beserta keluarga 

dalam hal ini psikologi keluarga serta keadaan ekonomi keluarga; 

e. Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan terlebih apabila terdakwa sedang menjalani pidana 

pada delik yang terdahulu; 

2. Impilikasi dari putusan hakim pada delik tertinggal dalam kasus 

concursus realis seperti pada studi putusan di atas antara lain : 

a. Pada perbarengan perbuatan (concursus realis),seperti pada kasus 

terdakwa Hermanus Hasan Muslim, putusan yang baru diajukan 
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belum mempertimbangkan putusan terdahulu sehingga 

mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan kepada 

terdakwa/terpidana. 

b. Ketidakpastian hukum dari putusan hakim merupakan suatu 

keniscayaan yang mestinya tidak dilakukan oleh hakim dalam 

menjatuhkan putusan. Implikasi dari ketidakpastian putusan hakim 

seperti pada kasus Hermanus Hasan Muslim, memperlihatkan 

bahwa putusan hakim belum mencerminkan keadilan serta 

objektifitasnya. 

c. Putusan yang pertama bahwa terdakwa sedang menjalani pidana 

penjara selama 3 tahun dan belum habis sanksi pidananya tetapi 

pada putusan kedua hakim tidak memerintahkan terdakwa untuk 

ditahan tetapi di dalam putusan majelis hakim terdakwa di hukum 

dengan pidana selama 7 (tujuh) penjara dan pidana denda 

Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) apabila tidak dibayar 

diganti dengan hukuman 3 (tiga) bulan penjara. Hal ini sangat 

menimbulkan multitafsir apakah terdakwa menjalani dua putusan 

sekaligus atau salah satunya. Putusan hakim seperti ini 

mencerminkan ketidakpastian hukum.   

B. Saran 

1. Bagi Penyidik  

Penyidik diharapkan dalam melakukan penyidikan harus lebih cermat, 

teliti dan  menggali informasi lebih mendalam terkait dengan kejahatan 
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yang dilakukan oleh pelaku, tujuannya adalah efektifitas dan efesiensi 

waktu yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap kejahatan 

yang dilakukan. Jika ada kasus yang dipisah (splitz) tentu 

menghabiskan waktu yang banyak. 

2. Hakim  

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih progresif dan teliti 

karena dengan putusan hakim, akan menentukan masa depan 

seseorang, sehingga apabila putusan tidak mencerminkan kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan maka bisa melunturkan kepercayaan 

masyarakat kepada hakim. Maka sangat diharapkan hakim betul-betul 

objektif dalam mempertimbangkan sebuah putusan. 
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